PENELANTARAN EKONOMI DALAM KELUARGA (TINJAUAN FIQH DAN UU PKDRT) by Khairani, Khairani
TAKAMMUL: Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak 
Volume 6 Nomor 2 Juli-Desember 2017 
 






PENELANTARAN EKONOMI DALAM KELUARGA 













Nowadays, ignoring family often results separation inside the family, especially after the avail- 
ability of Law Domestic Violence (Domestic Violence Act). However, Islamic judiciance (Fiqh) 
looks differently toward this case so that it is necessary to study fiqh muqarran. Furthermore, 
this argument needs to be related to the phenomenon that occurs due to the Domestic Violence 
Act. 
 







Suatu akad pernikahan akan menimbulkan akibat hukum yaitu adanya hak dan  kewa- 
jiban antara suami istri. Kewajiban suami selain materil juga berbentuk immaterial, yang ke- 
mudian menjadi hak istri. Kewajiban suami antara lain adalah memberi nafkah (Al-Baqarah: 
2: 233    dan At-Thalaq: 65 :6). Kewajiban nafkah lahir ialah dalam bentuk pangan, sandang 
dan papan. Mengenai perincian tentang berapa kadar nafkah, menurut ulama yaitu besarnya 
belanja sekedarnya, yaitu apabila si suami kaya diberikan sebanyak dua mud makanan yang 
biasa dimakan dan lauk-pauk serta pakaian menurut kebiasaan. Kalau suami miskin, satu mud 
dan lauk-pauk yang biasa dimakan serta pakaian yang biasa mereka pakai. Sedangkan kalau 
suami dari golongan menengah, sebanyak satu setengah mud, lauk-pauk dan pakaian juga 
menurut kebiasaan golongan menengah.1 
Masalah nafkah ini sering menjadi masalah besar. Sering dikarenakan masalah ekonomi 
terjadi perceraian. Istri minta cerai karena merasa ditelantarkan secara ekonomi. Lebih dari 
hal ini kemungkinan seorang istri dapat mempidanakan suami yang melakukan penelantaran 
dalam rumah tangga di  bidang ekonomi, kini dapat terjadi dengan berlakunya UU PKDRT. 
Dalam UU PKDRT pasal 49 disebutkan bahwa dipidana dengan pidaan penjara paling lama 3 
(tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang 
yang: a.menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud 
dalm Pasal 9 ayat (1); b. menelantarkan orang lain sebagimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 
(2). 
Bila dikembalikan kepada pendapat ulama mazhab tentang kebolehan istri meminta 
cerai karena penelantaran ekonomi dalam rumah tangga, dalam hal ini terjadi perbedaan 
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pendapat. Ada ulama yang membolehkan meminta cerai ada yang tidak membolehkan. Untuk 




Defenisi Penelantaran Ekonomi dan Pendapat Ulama Mazhab serta 
Jihad Dilalahnya 
Istilah penelantaran akhir-akhir ini populer setelah tahun 2004 pasca diundangkannya 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan   Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga. Penelantaran dalam kamus bahasa Indonesia adalah tidak menjalankan tanggung 
jawab atau mengabaikan suatu tanggung jawab yang menjadi kewajiban oleh seseorang.2 
Sedangkan ekonomi lebih mengarah pada nafkah. Nafkah dalam Kamus Bahasa Indo- 
nesia yaitu: belanja untuk memelihara kehidupan; rizki, makanan sehari-hari dan uang be- 
lanja diberikan untuk kepentingan sang istri.3  Menurut kamus bahasa Arab nafkah berasal 
dari kata: nafaqa, artinya barang yang dibelanjakan.4 Menurut Sayyid Sabiq mendefenisikan 
nafkah atau belanja, yaitu memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal, pembantu rumah 
tangga dan pengobatan istri.5 
Menurut pendapat Mazhab Hanafi nafkah adalah: segala sesuatu yang dinafkahkan ke- 
pada seorang istri untuk mencukup kebutuhan keluarga.6 Sedangkan menurut Mazhab Syafi’i 
nafkah adalah: sesuatu yang diberikan suami kepada istrinya berupa pakaian, makanan, dan 
tempat tinggal dengan cara yang ma’ruf.7 
Ulama sepakat bahwa kewajiban suami adalah memberi nafkah kepada istrinya. Namun 
ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya mengajukan cerai gugat kepada suami kar- 
ena penelantaran ekonomi. Dalam hal ini ada dua pendapat: 
Pendapat pertama: hukum menggugat cerai suami karena penelantaran ekonomi dalam 
rumah tangga adalah haram. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Hanafi. 
Pendapat pertama ini menyatakan bahwa istri tidak boleh menggugat cerai kepada sua- 
mi.  Istri tidak boleh menuntut gugatan cerai kepada suaminya yang miskin, akan tetapi istri 
berhutang atas tanggungan suaminya.8 Hakim memerintahkan kepada istri untuk berhutang 
kepada orang lain atas suaminya. Bila istri tidak tahu harus berhutang ke mana maka hakim 
yang menentukan orang yang berhak mengutanginya dan apabila orang tidak mau, maka ha- 
kim harus memenjarakannya.9 
Apabila suami miskin tetapi ia mempunyai anak dan istri yang berkemampuan atau 
mempunyai saudara seperti paman yang mampu, maka nafkah itu ditanggung oleh istri dan 
saudaranya tersebut, dan apabila hal tersebut tidak dilaksanakan, maka   mereka ditahan 
hingga mau mengeluarkan nafkah tersebut dan suami wajib melunasinya apabila ia telah 
mampu.10 
Jadi apabila suami tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya yang berupa makanan, 
pakaian dan tempat tinggal. Maka hal tersebut tidak dapat memisahkan antara keduanya.11 
Demikian pula bila suami pergi meninggalkan istrinya tanpa nafkah walaupun suami dalam 
keadaan mampu. Maka istri tidak boleh juga mengajukan cerai gugat kepada suaminya.12 
Dalam hal ini hakim harus menentukan bagian nafkah untuk istrinya dan menyuruh 
istrinya untuk berhutang, gunanya adalah agar nafkah itu tidak terputus.  Istrinya punya hak 
untuk memiliki hak piutang kepada suami dalam arti ketika ia  berhutang ia berkata kepada 
kreditur “Hutang ini atas tanggungan suami saya”.13 
Mazhab Hanafi juga berpendapat bahwa para sahabat Nabi ada yang mampu dan ada 
pula yang tidak mampu. Tapi Nabi tidak pernah mendapati seorang istri meminta cerai gugat 
dengan alasan suaminya tidak mampu memberi nafkah, dan Nabi tidak pernah memberitahu 
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bahwa cerai gugat adalah haknya. Kalau betul menurut syara’ istri memiliki hak cerai gugat 
dengan sebab suaminya miskin, tentulah sudah ada perkara semacam itu diajukan kepada 
Rasul.14 
Dalam hal apabila suami tidak memberi nafkah, padahal ia mampu, berarti zalim. Cara 
mengatasi kezaliman itu istri dengan cara menjual kekayaan suaminya untuk membayar 
nafkahnya sekira mencukupi dirinya dan anaknya dengan cara yang ma’ruf. Karena itu ha- kim 
tidak dibenarkan untuk menceraikan perkawinan mereka, disebab suami tidak memberi 
nafkah kepada istrinya, sebab perceraian adalah perbuatan yang halal akan tetapi dibenci oleh 
Allah.15 
Pendapat kedua: hukum menggugat cerai suami karena penelantaran ekonomi dalam 
rumah tangga dibolehkan. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Syafi’i. 
Apabila suami tidak sanggup memenuhi ekonomi keluarga/nafkah   kepada istrinya, 
maka istri dapat mengajukan gugatan cerai melalui hakim. Konsekuensinya adalah, ketiadaan 
nafkah bagi istri karena suami seorang miskin ataupun suami seorang yang memiliki kemam- 
puan, maka  dapat dijadikan alasan untuk bercerai. 
Mazhab Syafi’i mengatakan bahwa setiap gugatan cerai yang terjadi antara suami istri 
tidak termasuk talaq (baik talaq satu, dua dan talaq tiga). Karena gugatan tersebut terjadi atas 
permintaan istri kepada suami melalui hakim dan hakim berhak untuk memisahkan keduan- 
ya disebabkan suami tidak memberi nafkah kepada istri. Jadi cerai gugat itu sama artinya den- 
gan pembatalan nikah atau melepaskan ikatan pernikahan antara suami istri yang diajukan 
oleh istri yaitu semacam perceraian yang diputuskan oleh hakim pengadilan agama karena 
istrinya mengajukan keberatan-keberatan terhadap suaminya.16 
Mengenai masalah ini, Mazhab Syafi’i menyatakan bahwa apabila seorang perempuan 
kawin dengan seorang laki-laki yang melarat atau dengan seorang laki-laki yang kaya, kemu- 
dian lelaki itu mempersulit nafkah kepadanya, maka ia boleh memilih kalau ia mau ia tetap 
dalam pernikahan itu dan menjadikan nafkah itu sebagai hutang dalam tanggungan suaminya, 
atau kalau ia mau ia boleh untuk meminta perceraian akan tetapi melalui cerai gugat.17 
Jika ia memilih tetap sebagai istri dari laki-laki tersebut, kemudian pada suatu saat 
berubah pendapat untuk menggugat pernikahan itu, hukumnya boleh. Dan jika ia memilih 
cerai gugat, maka ada dua pendapat: pertama ia harus cerai gugat pada saat itu juga. Kedua, Ia 
harus cerai gugat sesudah lewat tiga hari, ini pendapat yang lebih shahih18. Maka penggu- gat 
(istri) harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama (hakim), agar mereka bisa 
dipisahkan keduanya melalui cerai gugat. Akan tetapi hakim terlebih dahulu memeriksa 
apakah benar suaminya itu tidak mampu lagi menafkahi istrinya. Kalau benar tidak mampu 
lagi memberi nafkah, yaitu berupa makanan pokok, pakaian dan tempat tinggal, maka boleh 
bagi istrinya untuk mengajukan cerai gugat melalui hakim agar keduanya bisa dipisahkan. 
Tapi bila suaminya tidak memberi nafkah berupa pakaian, pelayanan dan lauk-pauk, maka 
istri tidak boleh mengajukan cerai gugat kepada suami melalui hakim.19 Mengenai penjelasan 
tersebut maka dapat dipahami bahwa apabila suami tidak mampu memberikan kepadanya 
nafkah palayanan dan juga berupa lauk-pauk, maka istri tidak boleh mengajukan cerai gugat, 
akan tetapi bila suami tidak pernah memberikan nafkah seperti makanan pokok, pakaian dan 
tempat tinggal, maka istri boleh untuk menuntut cerai gugat melalui hakim.20 
Apabila cerai gugat karena suami tidak mampu memberikan nafkah dan semacamnya 
adalah tidak sah dilakukan sebelum ditetapkan kemampuan suami dengan iqrarnya sendiri 
atau dengan adanya baiyinah saksi. Hal  itu sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Bakry: ce- 
rai gugat akibat ketidakmampuan suami memberikan nafkah dan semacam dengannya atau 
memberi mahar adalah tidak sah dilakukannya sebelum ditetapkannya ketidakmampuan 
suami dengan iqrar atau dengan baiyinah.21 
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Dengan memperhatikan penjelasan yang diungkapkan oleh Mazhab Syafi’i, maka jelaslah 
bahwa pasangan suami istri boleh diceraikan oleh hakim dengan alasan suami tersebut be- 
nar-benar tidak mampu lagi memberikan nafkah kepada istrinya dan dengan memperhatikan 
syarat-syarat yang telah disebutkan. Pendapat ini sama sekali tidak mewajibkan tanggungan 
nafkah kepada istri yang kaya terhadap suami yang tidak mampu.22   Boleh bagi istri meminta 
gugatan perceraian apabila suami miskin dengan nafkah, karena nafkah merupakan kewa- 
jiban suami terhadap istri. Walaupun istri kaya, namun nafkah tetap kewajiban suaminya.23 
Dalam kitab I’anah al-Thalibin disebutkan sebagai berikut: 
Maka cerai gugat tidak bisa dilakukan karena suami kesulitan memberikan laukpauk, 
juga karena kesulitan memberikan nafkah khadim dan juga tidak bisa karena suami 
tidak mampu membayarnya nafkah-nafkah dahulunya, misalnya hari kemarin dan 
berkedudukan sebagai hutang biasa dan bukan hutang nafkah. Akan tetapi kalau nafkah 
sekarang berupa makanan dan tempat tinggal, maka yang demikian boleh cerai gu- 
gat.24 
Dengan demikian syarat-syarat cerai gugat itu ada empat macam yaitu: 
1. Suami tidak mampu memberi minimal satu mud, jika mampu memberi selebih 
dari itu, maka tidak tergolong kepada tidak mampu. 
2. Suami tidak mampu memberi nafkah pada waktu sekarang atau untuk masa 
yang akan datang, apabila tidak mampu nafkah yang masa lalu maka tidak 
boleh meminta gugatan perceraian. 
3. Ketidakmampuan dalam memberi lauk-pauk, kasur, selimut dan pakaian tidak 
boleh meminta gugatan perceraian. Akan tetapi suami yang tidak mampu 
memberi nafkah berupa makanan pokok, dan tempat tinggal.25 
Maka dalam hal ini, Mazhab Syafi’i menjelaskan, bagi suami tidak mampu memberikan 
belanja kepada istrinya, sedangkan istrinya mau dalam keadaan yang demikian, dan sekaligus 
tidak menahan kesenangan yang telah didapatkan, maka nafkah tersebut menjadi hutang bagi 
suami seperti nafkah-nafkah yang lain. Apabila istri tersebut tidak mampu dan tidak sabar 
atas suaminya yang tidak mampu memberikan nafkah seperti makanan, pakaian dan tempat 
tinggal, maka istri boleh meminta gugatan perceraian kepada suaminya.26 
Sebagaimana dijelaskan dalam kitab al-Mar’at Bain al al-Fiqh wa Qanun   yaitu: Jika 
suami tidak dapat mencukupi nafkah istrinya, maka menurut pendapat Imam Mazhab Syafi’i, 




Dalil-Dalil  dan Jihad Dilalah yang Digunakan 
Dalil-Dalil yang Dipakai Kelompok Pertama 
Dalil-dalil yang dipakai kelompok pertama yang mengharamkan gugat cerai karena pe- 
nelantaran ekonomi adalah al-Qur’an Surat at-Thalaq ayat 7 yang artinya: 
Hendaklah orang-orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan 
orang-orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang 
diberikan Allah kepadanya. Allah tidak akan memikul beban pada seseorang melainkan 
sekedar apa yang diberikan Allah padanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan se- 
sudah kesempitan. 
Mazhab Hanafi memberikan penafsiran ayat tersebut di atas dengan: “Allah tidak mem- 
beratkan seseorang kecuali yang telah diberikannya,   maksudnya, Allah tidak memberatkan 
nafkah di luar kemampuan yang telah diberikan Tuhannya, tetapi yang wajib diberikan adalah 
sekedar kemampuannya”.28 
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Dalam ayat tersebut di atas, dapatlah dipahami bahwa kewajiban memberikan nafkah 
menurut kesanggupan suami. Suami merupakan penanggung jawab yang utama kemudian 
menyusul sang istri. Tidak berlebihan kiranya dalam membina sebuah rumah tangga peranan 
suami bersama istri sangat menentukan, dua sosok manusia ini benar-benar harus memper- 
lihatkan kepiawaiannya terhadap tanggung jawab dalam rumah tangga.29 
Dalam surat Al-Baqarah ayat 280 Allah juga menjelaskan sebagai berikut yang artinya: 
... Ia dalam kesulitan (miskin) maka tunggulah sampai datang kelapangan.... 
Menurut ayat tersebut bahwa semua orang yang sedang dalam kesulitan (miskin) ter- 
masuk dalam ayat ini, maka nafkah menjadi hutang suami bila ia dalam kesulitan member- 
inya, sedangkan istri disuruh bersabar sampai datang waktu lapang, ia tidak boleh meminta 
nafkah. Mereka mengatakan bahwa paling jauh nafkah itu menjadi hutang dalam tanggungan 
suami dan diperintahkan menunggu sampai suami mampu. 
Adapun dalil hadits yang digunakan oleh Mazhab Hanafi adalah hadits yang diriwayat- 
kan oleh Muslim dalam kitab shahihnya, yang artinya: 
Dari Jabir, ia berkata: “suatu hari Abu Bakar dan Umar bin Khattab kerumah Nabi SAW, 
didapatinya Rasulullah SAW sedang dikelilingi oleh istri-istri beliau, sedangkan beliau 
gundah dan diam karena mereka meminta untuk diberikan nafkah, lalu bangunlah setiap 
orang dari mereka berdua kepada anaknya masing-masing, yaitu Abu Bakar kepada Ai- 
syah dan Umar bin Khattab kepad Hafsah, maka keduanya memukul leher kedua anaknya 
tersebut dihadapan Rasulullah, dan kemudian Rusulullah meninggalkan mereka selama 
sebulan, karena mereka menuntut nafkah yang tidak mereka dapatkan.” (H.R. Muslim).30 
Mazhab Hanafi mananggapi hadits tersebut dengan mengatakan bahwa Hadits menun- 
jukkan tidak boleh cerai gugat suami, karena semata-mata suami tidak mampu menafkahi 
istrinya, mereka mengatakan para sahabat lebih banyak yang miskin dari pada yang kaya.31 
Berdasarkan hadits ini pula disebutkan bahwa Abu Bakar dan Umar memarahi anaknya mas- 
ing-masing di hadapan Nabi SAW, karena mereka meminta nafkah pada saat Nabi SAW dalam 
keadaan susah. Bila dalam situasi seperti itu istri tidak boleh meminta nafkah yang menjadi 
haknya, maka apalagi meminta cerai (cerai gugat) tentu lebih tidak dibolehkan (dilarang). 
Di antara sahabat Nabi  SAW, ada yang kaya dan ada pula yang miskin, bahkan yang miskin 
lebih banyak jumlahnya. Akan tetapi Nabi SAW, tidak membolehkan perceraian hanya karena 
kesulitan ekonomi, sebab kesulitan ekonomi tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan 
perceraian (cerai gugat).32 
Dalam hadits lain Mazhab Hanafi juga berpendapat, sebagaimana hadits yang diriwayat- 
kan Imam Muslim yang artinya: 
Dan dari Jabir, “bahwa sesungguhnya Nabi SAW, pernah bersabda pada seseorang, da- 
hulukanlah untuk dirimu sendiri, kemudian bersedekahlah untuk dirimu, lalu jika ada 
sesuatu kelebihan maka bersedekah kepada keluargamu, kemudian jika ada kelebihan 
lagi, maka sedekah kepada kerabat kamu yang lain, kemudian jika ada lebih sesuatu 
apa yang engkau berikan kepada kerabatmu itu, maka itu yang paling dekat, dan begitu 
seterusnya.”(H.R. Muslim).33 
Hadits di atas menujukan bahwa suami tidaklah wajib memberi nafkah kepada keluar- 
ganya (terhadap istri dan anaknya), apabila seorang suami belum bisa mencukupi keperluan 
dirinya sendiri. Karena kepentingan diri sendiri itu lebih utama dari pada kepentingan orang 
lain, tapi kalau suami sendiri sudah mencukupi, maka wajiblah memberi nafkah kepada ke- 
luarganya (istri dan anaknya), dan kemudian untuk kerabatnya. Jadi dalil di atas menjelaskan 
bahwa tidak ada kewajiban bagi suami untuk memberi nafkah kepada istri sebelum mencu- 
kupi dirinya sendiri. Apalagi seorang istri mengajukan cerai gugat karena tidak mampu mem- 
beri nafkah kepada istrinya, maka yang demikian tidaklah dibenarkan oleh syara’. 
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Hadits lain yang menjadi dalil yaitu Hadits yang diriwayatkan Bukhari34,yang artinya: 
Dari Aisyah, bahwa sesunguhnya Hindun pernah bertanya: Ya Rasulullah sesungguhnya 
Abu Sufyan itu laki-laki yang sangat bakhil, ia tidak pernah memberi belanja kepadaku 
yang dapat mencukupi diriku dan anakku kecuali apa yang kuambil dari hartanya itu, 
sedangkan ia tidak mengetahuinya. Kemudian Nabi SAW, menjawab: Ambillah sekiranya 
bisa mencukupi dirimu dan anakmu dengan cara yang ma’ruf. (H.R. Bukhari). 
Hadits di atas menjelaskan bahwa apabila seorang suami yang tidak memberikan 
nafkah kepada istrinya, maka istri boleh mengambil harta dari suami tersebut dengan cara 
yang ma’ruf. Oleh sebab itu, Mazhab Hanafi memandang  tidak harus dengan ia mencerai gu- 
gat suaminya yang tidak memberi nafkah kepada  istrinya, akan tetapi  diberikan hak kepada 
istri untuk mengambil harta suaminya.35 
Mazhab Hanafi juga berdalil bahwa pada zaman para sahabat Nabi SAW, ada yang mam- 
pu dan ada pula  yang tidak mampu.36  Akan tetapi mereka sahabat Nabi lebih banyak yang 
tidak mampu. Nabi SAW, tidak pernah mendapati seorang istri meminta cerai gugat dengan 
alasan suaminya tidak mampu memberi nafkah, dan Nabi  tidak pernah memberitahu bahwa 
cerai gugat adalah haknya, kalau betul menurut syara’ istri memiliki hak cerai gugat dengan 
sebab suaminya miskin, tentulah sudah ada perkara semacam itu diajukan kepada Rasul.37 
Mazhab Hanafi juga mengunakan dalil qiyas: 
1. Dalam keadaan tidak ada jalan lain dari melakukan salah satu antara dua, maka 
memilih masyaqqah yang lebih kecil adalah wajib, memaksakan cerai gugat adalah 
membatalkan hak suami keseluruhannya, sedangkan kewajibkan istrinya menunggu 
dan memperhitungkan hutang suami adalah menunda hak istri. Menunda sesuatu 
masalah itu lebih utama dari pada membatalkan sesuatu hak. Oleh karena itu maka 
wajiblah kita mengambil itu sesuai dengan kaedah yang telah ditetapkan menurut 
syara’. 
2. Meneruskan nikah dalam keadaan tidak mampu adalah kehilangan harta yang meru- 
pakan pelengkap, sedangkan melakukan cerai gugat berarti kehilangan keturunan 
dan ketenangan jiwa yang menjadi tujuan nikah. 
3.Harta itu hari ini tidak ada, mungkin pada hari yang lain ada, keduanya selalu si- 
lih berganti pada hamba Allah, kalaulah Allah memperkenankan kepada siapa yang 
jatuh miskin dan nikahnya dicerai gugat, maka akan merajalela malapetaka, dan akan 
menjadi banyak nikah yang cerai gugat dan siapa yang bisa menjamin bahwa dia 
tidak akan pernah mengalami kemiskinan pada suatu saat sehingga ia tidak mampu 
membebani nafkah kepada istrinya. Oleh karena itu, istri meminta hak cerai gugat 
dengan sebab suami miskin hal ini sangat bertentangan dengan perhubungan yang 
kuat, hubungan ketenangan, cinta dan juga kasih sayang.38 
Dalil-Dalil Yang Dipakai Kelompok Kedua 
Adapun dalil-dalil kelompok kedua yang membolehkan gugatan perceraian karena sua- 
mi melakukan penelantaran ekonomi dalam rumah tangga adalah Surat Al-Baqarah ayat 231 
yang artinya: ... Dan janganlah kalian menahan mereka untuk menyakiti mereka karena yang 
demikian kamu telah menganiaya mereka atau menzaliminya....Ayat tersebut ini menunjukkan 
larangan terhadap suami untuk menahan istrinya dengan maksud menyakiti dan membuat 
ia melarat. Dengan demikian suami yang tidak mampu (miskin) jika menahan istrinya terus- 
menerus dikhawatirkan akan mendapatkan suatu kemelaratan kepada istri.39 
Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Haji ayat 78 yang artinya: 
... dan Allah tidak menjadikan kesempitan atas kalian semua dalam Agama ...Menurut ayat 
tersebut suami yang tidak pernah memberikan nafkah kepada istri berarti ia telah 
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memberikan kemelaratan kepada istrinya, maka istri diperbolehkan untuk menghilang- 
kan kesempitan dan kemelaratan itu, dengan cara cerai gugat.40 
Ayat lain yang menjadi dalil kelompok kedua ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 229 yang 
artinya: …maka menahan dengan yang baik atau melepaskan dengan cara yang baik… Mazhab 
Syafi’i berpendapat bahwa dalil itu mengarahkan bagi suami harus menjaga istrinya dengan 
baik dan saling kasih sayang, termasuk memberi makanan, tempat tinggal, lauk-pauk dan 
pakaian. Tapi kalau tidak mampu memberi makanan dan tempat tinggal, maka menurut  Ma- 
zhab Syafi’i boleh seorang suami melepaskannya dengan cara yang baik-baik. Kalau suami 
tidak mau melepaskan istrinya dengan cara yang baik, maka istri diberikan hak oleh syara’ 
untuk mengajukan gugatan cerai melalui pengadilan Agama.41 
Dalam masalah ini Syamsuddin Muhammad bin ibnu Abbas dalam kitab Nihayah al- 
Muhtaj disebutkan sebagai berikut: 
Apabila suami tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya, sedang istri mau dan 
sabar sekaligus tidak menahan kesenangan yang telah didapatkan maka nafkah terse- 
but menjadi hutang bagi suami seperti nafkah-nafkah yang lain kecuali tempat tinggal 
dan istri tersebut tidak boleh meminta gugatan perceraian. Apabila istri tersebut tidak 
mampu dan tidak sabar atas suaminya yang tidak mampu memberikan nafkah seperti 
makanan, pakaian dan tempat tinggal maka istri boleh meminta gugatan perceraian ke- 
pada suaminya. 42 
Adapun dalil hadits yang digunakan oleh Mazhab Syafi’i mengenai hal tersebut adalah 
sebagai berikut: 
Artinya:   Dari Abu Hurairah r.a.bahwasanya Rasullullah SAW bersabda: sebaik-baik 
nafkah adalah sedekah dari orang miskin, tangan di atas adalah lebih baik dari 
pada tangan di bawah, dan utamakanlah orang yang kamu tanggung, lalu ada 
orang yang bertanya: siapa yang saya tanggung Rasulullah? Rasulullah men- 
jawab: istrimu termasuk orang yang kamu tanggung. Ia  mengatakan, berikan- 
lah aku kalau tidak ceraikanlah aku, budakmu, mengatakan lagi berikan aku 
dan pergunakanlah aku, dan anakmu itu mengatakan: kepada siapa anda men- 
inggalkan saya.43 
Hadits ini diriwayatkan oleh Baihaqi sedangkan sanadnya shahih dan hadits ini juga 
pernah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam masing-masing kitabnya. Berdasarkan 
hadits ini Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa hadits ini memberi hak kepada istri untuk mem- 
inta cerai gugat ketika suami tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya. 
Adapun hadits yang lain yang diriwayatkan oleh Sa’id dari Sufyan  yang artinya: Hadits 
Riwayat Sa’id dari Sufyan dari Abi Zinad, ia berkata: saya telah bertanya kepada Sa’id ibnu 
Musayyab tentang suami yang tidak memberi belanja istrinya, apakah ia dipisahkan antara 
keduanya? Beliau menjawab: ya, ia bertanya lagi? Apakah  itu sunnah? Ia  menjawab: ya 
sunnah, dan hadits ini mursal yang kuat. (H.R. Baihaqi). 44 
 
Maka hadits di atas menurut pendapat Mazhab Syafi’i, bahwa cerai gugat adalah hu- 
kumnya sunnah, bila seorang suami itu benar tidak mampu lagi memberikan nafkah kepada 
istrinya. 
Adapun dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah mengenai kebolehan cerai 
gugat karena ketiadaan nafkah yaitu: “Dan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, telah datang 
seorang laki-laki yang tidak mendapatkan apa yang ia belanjakan untuk istrinya, Nabi SAW, 
bersabda: boleh cerai antara keduanya. (H.R. Baihaqi). 45 
 
Alasan dari pendapat tersebut juga berdasarkan dalil qiyas yaitu: menyamakan dengan 
ketetapannya bahwa istri boleh menggugat suami karena tidak sanggup memberi nafkah ba- 
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tin, dan hal tersebut mempunyai kemudharatan dibandingkan dengan tidak memberi nafkah 
lahir yang dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Oleh sebab itu, maka ditetap- 
kan kepadanya boleh melakukan cerai gugat dengan alasan bahwa tidak mampu memberikan 
nafkah. 
Adapun dalil-dalil qiyas yang digunakan oleh Mazhab Syafi’i yaitu, sebagai berikut: 
1. Disamakan kepada suami yang terkena penyakit impoten. Mereka mengatakan: apabi- 
la adanya penetapan cerai gugat karena tidak mampu bersetubuh, sedang masyaqqah 
di sana lebih kecil, karena hal yang demikian akibat menghilangkan kesenangan ba- 
dan, maka penetapan cerai gugat karena ketidakmampuan memberi nafkah yang 
mengakibatkannya lemah fisik adalah lebih utama. Lagi pula manfaat bersetubuh 
itu adalah sama-sama menikmatinya. Maka  cerai gugat karena masyaqqah itu lebih 
utama dari pihak istri. 46 
2. Qiyas kepada budak, apabila tuannya tidak mampu membelanjai maka ia boleh di- 
jual.47 
3. Timbul gugatan perceraian itu karena ada sebab kemudharatan  yang dialami oleh 
istri, salah satu sebab adalah suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, 
walaupun istri itu orang yang kaya, namun juga kemudharatan tetap ada dipihak 
istri. Karena suami memberikan nafkah adalah hukumnya wajib. Maka ketiadaan 
nafkah itu hukumnya adalah sebagai kemelaratan, sedang kemelaratan tidak di- 
inginkan dalam agama sehingga dengan hal tersebut boleh seorang istri meminta 
gugatan perceraian kepada suaminya melalui hakim. 
Dengan memperhatikan penjelasan yang diungkapkan oleh Mazhab Syafi’i, maka jelaslah 
bahwa suami istri boleh diceraikan oleh hakim dengan alasan suami tersebut benar-benar 
tidak mampu lagi memberikan nafkah kepada si istrinya dan dengan memperhatikan syarat- 
syarat yang telah disebutkan. Dan pendapat ini sama sekali tidak mewajibkan tanggungan 
nafkah kepada istri yang kaya terhadap suami yang tidak mampu. 48 
Mazhab Syafi’i berpendapat mengenai gugatan perceraian karena seorang suami tidak 
lagi mampu memberikan nafkah kepada istrinya sebagai berikut: Apabila dia (suami) tidak 
mampu memperoleh nafkah terhadap istrinya, maka istri tersebut mempunyai hak pilih (khiyar) 
antara tetap bersama suami atau bercerai, jika ia memilih bercerai maka bercerailah dengan 
bentuk tidak berta- laq.49 
 
Demikian pula menurut dalil-dalil lain yang dikemukakan oleh Mazhab Syafi’i bahwa si 
istri mempunyai hak untuk meminta gugatan perceraian kepada suaminya dalam hal ketidak- 
mampuan suami memberikan nafkah kepada si istrinya, mereka juga  berdalil dengan Atsar 
Umar bin Khattab yang artinya: Dari Umar r.a. sungguh dia mewajibkan kepada laki-laki 
(suami) yang pergi tanpa alamat yang diketahui oleh istri mereka, ia mengambil keputusan 
supa- ya suaminya itu menafkahi istrinya atau mentalaqkannya. Jika suami memilih 
mentalaqkan istrinya, maka mereka harus mengirimkan nafkah selama mereka tahankan. 
(tidak diberikan). (H.R. Baihaqi dengan sanad yang hasan).50 
 
Dalil Atsar di atas menujukkan bahwa cerai gugat itu wajib bagi suami, dan merupakan 
hak istri, ia tidak gugur disebabkan suami menghilang dalam waktu yang lama. Mazhab Syafi’i 
memahami dalil Atsar di atas yaitu: “Syafi’i berkata, ini disamakan dengan sifat sebelumnya 
(suami yang hilang) dan kepada pendapat ini berpegang kebanyakan sahabat-sahabat kita.”51 
 
Berdasarkan beberapa dalil Al-Qur’an maupun dalil hadits yang kuat dan disertai dalil 
qiyas oleh Mazhab Syafi’i. Maka dengan demikian dapat diambil satu kesimpulan bahwa dari 
kalangan Mazhab Syafi’i menyamakan suami yang miskin dengan suami yang hilang, hal ini 
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disamakan karena sama-sama tidak menafkahi istrinya. Dalam kitab I’anah al-Thalibin di- 
jelaskan sebagi berikut: Hakim boleh memutuskan perkara atas suami yang hilang, apabila 
ada hujjah yang dikemukakan penggugat.52 
Di dalam dalil Atsar  tersebut, Umar juga menyuruh menafkahi atau mentalaq istrinya. 
Kalau suami juga tidak sanggup menafkahi dan tidak pula mau mentalaq tentu tidak ada jalan 
lain, melainkan cara cerai dalam bentuk cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri kepada 
suaminya melalui hakim. 
Sebab-Sebab Perbedaan Pendapat 
Dari  uraian  sebelumnya  dapat  diketahui  bahwa  sebab-sebab  terjadinya  perbedaan 
pendapat antara lain: 
1. Berbeda dalam memakai atau menggunakan al-Qur’an dan hadits sebagai hujjah. 
2. Berbeda dalam memahami makna al-Qur’an dan Hadits. 
3. Berbeda dalam pemahaman dalam menilai keshahihan dalil. 
Perbedaan di atas berawal dari tidak adanya dalil   yang qath’i yang mengungkapkan 
masalah cerai gugat karena suami tidak mampu lagi memberi nafkah kepada istrinya.Kare- 
nanya terdapat perbedaan dalil hukum yang digunakan oleh Imam Mazhab, walaupun mereka 
sama-sama mengambil  sumber kepada Al-Qur’an dan Al-Hadits dan logika. Selain itu dalam 
memahami wajah dalalah dari suatu dalil, golongan pertama memahami Al-Qur’an dan Al- 
Hadits dengan makna tersirat suatu dalil, sedangkan golongan yang kedua memahami dengan 
makna tersurat. 
Menurut   Mazhab Hanafi memahami dalil surat at-Thalaq ayat 7: yang menjelaskan 
“Hendaklah orang-orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang- 
orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan oleh 
Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. 
Dengan demikian Mazhab Hanafi menganggap seorang istri minta cerai gugat kepada 
sang suaminya dengan alasan karena ketiadaan nafkah, bukan suatu alasan yang bisa diteri- 
ma oleh akal. Karena Allah yang memberi kelapangan sesudah kesempitan. 
Sedangkan hadits yang bersumber dari Sa’id bin Musayyab tidak dapat dijadikan dal- 
il yang kuat, karena hadits tersebut bertentangan dengan hadits yang melarang cerai gugat 
karena ketiadaan nafkah. Maka bagaimana kedua hal yang saling bertentangan ini dapat di- 
jadikan sunnah. Maka dengan demikian dalam pandangan Mazhab Hanafi seorang istri tidak 
boleh menuntut cerai gugat kepada suami dengan alasan suami tidak mampu lagi memberi 
nafkah kepada istri akan tetapi seorang suami berhutang kepada si istrinya. 
Menurut Mazhab Syafi’i memahami hadits tersebut adalah hadits yang mursal (kuat) se- 
hingga sah dijadikan sebagai dalil yang menyatakan cerai gugat itu merupakan sunnah karena 
demi menjaga kemaslahatan bagi istri dari kemudharatan yang dialaminya. 
Mazhab Syafi’i juga berdalil kepada surat Al-Baqarah ayat 229: yang menjelaskan bahwa 
“Menahan dengan cara yang baik dan melepaskan dengan cara yang baik pula” dari ayat itu 
dapat disimpulkan bahwa memelihara istri dalam rumah tangga dengan cara baik dan jangan 
menyakiti istri apalagi disebabkan karena seorang suami itu tidak mampu memberi nafkah 
kepada sang istrinya. Kalau itu terjadi maka sang istri tersebut dalam keadaan mudharat atau 
disakiti oleh suami karena tidak lagi memberi makanan dan lainnya. 
Dalam surat Al-Baqarah  ayat 231: dijelaskan “Dan jangan kamu menahan mereka den- 
gan maksud memberi melarat atau menganiayanya mereka” dengan demikian maka jelaslah 
kalau menurut pandangan Mazhab Syafi’i bahwa cerai gugat oleh seorang istri dibenarkan 
menurut syara’ karena menahan seseorang disebabkan tidak memberi nafkah adalah perbua- 
tan yang zalim atau menyiksa sang istri. 
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Dengan demikian dalam pandangan Syafi’i jelaslah bahwa apabila seorang suami tidak 
mampu lagi dalam hal memberikan nafkah makanan, pakaian dan tempat tinggal, maka tugas 
seorang istri membela diri dari kemudharatan yaitu: meminta kepada suaminya mencerai- 
kannya (cerai gugat) melalui pengadilan Agama. 
 
 
Pendapat Ulama Mazhab Dikaitkan Dengan UU PKDRT 
Kedua pendapat di atas ini layak dipilih karena sama-sama memakai landasan Al-Quran 
dan Hadits serta logika yang juga semuanya masuk akal. Akan tetapi dalam menerapkannya 
tergantung pada situasi dan kondisi suatu keluarga. Hal utama yang harus dilihat apa sebab 
tidak diberikannya nafkah atau penelantaran dalam rumah tangga oleh suami, apakah karena 
disengaja atau bukan disengaja. 
Jika tidak memberi nafkah itu disengaja dengan maksud ingin menelantarkan istri atau 
menyusahkan istri maka istri boleh mengajukan cerai gugat.Tetapi apabila tidak disengaja 
dalam arti suami sudah bersusah payah mencari nafkah namun belum tercukupi juga, kondisi 
suami benar-benar dalam keadaan miskin. maka istri berkewajiban membantu suami. Karena 
rumah tangga itu adalah kesatuan antara dua manusia yang akhirnya melahirkan generasi ke- 
luarga. Sangat materialistis bila suatu keluarga berpisah karena tidak tercukupinya nafkah. 
Istri juga manusia yang berkewajiban mempertahankan rumah tangga yang punya 
potensi dalam membantu sesama manusia apalagi membantu suami dalam hal memenuhi 
nafkah. Istri akan diberi pahala yang ganjarannya syurga bila selalu dapat membantu kesuli- 
tan suami dan membahagiakan suami. Lagipula dalam hubungan suami istri yang menikmati 
bukan hanya suami tetapi juga istri. Istri bukan makhluk kelas dua atau bukan sebagai objek 
semata dalam keluraga. Istri sekaligus ibu punya peranan sebagai tonggak keluarga, banyak 
hadits-hadits yang menunjukkan konotasi ini. 
Lagi pula anak-anak adalah tanggung jawab suami dan tanggung jawab istri. Apa yang 
terjadi bila istri minta cerai, rumah tangga berantakan dan dalam situasi broken home, anak 
yang paling rentan menjadi korban. 
Di sini ada kesetaraan dalam hal sama-sama mencari ridla Allah SWT, al-Qur’an men- 
janjikan, “barang siapa laki-laki dan perempuan beramal saleh maka pahala baginya”.  Oleh 
karena itu dalam rumah tangga, baik suami ataupun istri harusnya sama-sama memberi kon- 
tribusi sehingga biduk rumah tangga dapat berlayar dengan baik. Saling bekerja sama, saling 
menolong, saling menutupi kekurangan satu sama lain harus ditanamkan. 
Dalam hal istri juga tidak mampu, boleh saja istri bekerja mencari nafkah atau  berhu- 
tang demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun istri tidak  layak bekarja atau 
berhutang karena suami zhalim yang tidak mau menafkahi istri, suami yang menelantarkan 
istri dan anak-anaknya karena disengaja. Dalam hal ini istri kayapun tidak boleh membiayai 
suami seperti ini karena dikhawatirkan akan muncul kemaksiatan lain seperti menzhalimi 
perempuan lain dengan modus yang sama, atau jatuh ke perbuatan-perbuatan keji lainnya. 
Lebih jauh lagi perkawinan ini akan jatuh menjadikan perkawinan misyar yang diharamkan 
oleh agama. 
Bila penelantaran nafkah ini dikaitkan dengan UU KDRT, maka harus terlebih dahulu 
dibedakan mana yang dimaksud dengan penelantaran dan yang mana yang bukan disebut 
penelantaran atau hanya ketidakmampuan suami. Bila suami benar-benar tidak berezeki pa- 
dahal sudah berusaha mati-matian maka tidak layak untuk menuntutnya. Kebalikannya bila 
penelantaran itu memang disengaja untuk menyusahkan maka istri boleh menuntut bahkan 
mempidanakan suami. Karena rumah tangga adalah hal yang sakral, janji suci dua insan yang 
mengakibatkan hak dan kewajiban. Istri menjadi korban yang disakiti jika janji itu dikhianati 
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dengan cara menelantarkan ekonomi dalam rumah tangga. Orang yang ingkar janji adalah 
orang yang munafik dan ini sangat buruk di sisi agama. 
Dengan demikian defenisi penelantaran dalam rumah tangga pada UU KDRT pasal 
(9) perlu diperjelas. Sedangkan perluasan makna penelantaran ialah membuat orang lain 
di bawah kendalinya, atau membatasi dan/atau melarang untuk bekerja sehingga berada di 
bawah kendalinya, defenisi ini tidak bisa diterima begitu saja, tanpa diketahui sebab atau ala- 
sannya. Bila tanpa alasan mengatakan orang lain berada di bawah kendali orang lain, hal ini 
mendorong suatu rumah tangga untuk bercerai. Dalam hal ini lebih mengagungkan materi 
dalam arti kebahagiaan dunia daripada ketenangan dalam rumah tangga yang berujung keba- 
hagiaan dunia dan akhirat. 
Bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan dibolehkan seperti untuk membantu sua- 
mi, atau dalam rangka membantu menciptakan kemaslahatan umat manusia ini dibolehkan. 
Namun sering terjadi benturan mana hal yang harus didahulukan. Dalam hal ini tentunya har- 
us dilihat mana yang fardlu ‘ain dan mana yang fardlu kifayah, mana yang kebutuhan dharu- 
riyah, hajiyat dan tahsiniyat. Masing-masing akan tahu posisinya dengan menggunakan akal 
yang sehat dan keimanan yang kuat. 
 
Penutup 
Penelantaran ekonomi adalah suatu perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Pe- 
nelantaran berbeda maknanya dengan ketidakmampuan suami memberi nafkah karena kon- 
disi suami miskin atau tidak berdaya memberi nafkah pokok. Dalam Islam pemberian nafkah 
keluarga yang wajib adalah memenuhi standar kehidupan normal dalam arti dapat memenuhi 
pangan, sandang dan papan menurut yang layak, tidak dituntut untuk berlebih-lebihan. Tidak 
bijak bila terlalu mudah mengajukan gugat cerai karena ketidakmampuan suami karena se- 
bab-sebab yang manusiawi, untuk itu istri dituntut untuk membantu suami , demi menjaga 
keutuhan rumah tangga. Namun bila suami tidak memberikan nafkah karena alasan yang 
tidak dibenarkan syar’i, maka istri lebih baik mengajukan gugat cerai, demi masa depan istri 
dan anak-anak di kemudian hari. Oleh karena itu dalam penggunaan UU PKDRT harus dilak- 
sanakan dengan adil, jangan jadikan UU PKDRT sebagai alasan yang tidak syar’i dalam men- 
gajukan gugat cerai kepada suami yang tidak mampu memberi nafkah, hanya karena disebut 
sebagai penelantaran dalam rumah tangga. Di sisi lain jadikanlah UU PKDRT sebagai terapi 
bagi suami yang tidak melaksanakan kewajibannya. 
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